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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :  

1. Proses pengembangan kompetensi di Kementerian Pemuda dan Olahraga 

belum berjalan secara optimal dan tertata secara rapi. Sebagaimana 

analisis kebutuhan dan jenis pengembangan kompetensi berikut :   

a) Analisis organisasi 

Belum adanya pedoman pengembangan kompetensi 

(Peraturan/Standara Operasional Prosedur/Surat Edaran) dan Standar 

Kompetensi Jabatan sebagai kerangka dan acuan dalam 

pengembangan kompetensi pegawai. Pengiriman pegawai untuk 

mengikuti pengembangan kompetensi belum berdasarkan 

pemeringkatan/prioritas secara objektif sesuai pemetaan kebutuhan, 

tidak sekedar pengiriman yang berminat, termotivasi, ataupun unsur 

likes dislikes saja, sehingga diperlukan pemetaan dalam Human 

Capital Development Plan (HCDP) yang lebih jelas sesuai Rencana 

Strategis Kemenpora. Komitmen pimpinan terkait pengembangan 

kompetensi belum optimal namun sudah menuju ke arah yang lebih 

baik dengan dukungan perencanaan anggaran pengembangan 

kompetensi, memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti 

bangkom, pemenuhan hak pegawai 20 jam pelajaran dalam setahun, 

dan pemberian kewenangan implementasi pengembangan kompetensi 

tidak hanya pada leading sector Kesekretariatan tetapi juga pada unit 

Kedeputian yang memiliki peran kepegawaian.  

b) Analisis Tugas 

Belum adanya gap kompetensi pegawai sehingga pegawai 

tidak mengetahui kompetensi apa yang dibutuhkan dan 

dikembangkan. Relevansi pelaksanaan pengembangan kompetensi 
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juga belum terlihat secara nyata dalam menunjang tujuan organisasi, 

seharusnya profil PNS, hasil assessment, track record, riwayat 

pekerjaan pegawai dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 

pengembangan kompetensi pegawai.  

c) Analisis Individu 

Sebagian besar pegawai belum memenuhi 20 jp dalam 

setahun, hal ini dikarenakan belum terupdatenya rekapitulasi data 

pengembangan kompetensi pegawai secara berkala sebagai data 

dukung IPASN. Belum adanya Sistem Informasi pengembangan 

kompetensi pegawai, sehingga rekapitulasi data masih dilakukan 

updating secara manual. Sebagian besar pegawai memiliki minat 

dalam mengikuti pengembangan kompetensi, namun dikarenakan 

belum berdampak pada pengembangan karier secara berkelanjutan 

sehingga membuat pegawai kurang berantusias dalam mengikuti 

pengembangan kompetensi.  

d) Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Pemberian pengembangan kompetensi melalui jalur 

Pendidikan (tugas belajar/izin belajar) dan Pelatihan Klasikal 

(pelatihan teknis, bimtek, seminar, workshop, diklat, dll) sudah 

dilaksanakan dengan baik namun belum berdasarkan perencanaan 

kebutuhan organisasi, sedangkan pengembangan kompetensi melalui 

Pelatihan Non Klasikal (magang, coaching, mentoring, pertukaran 

pegawai, dll) belum dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal. 

 

2. Dari uraian sebagaimana dijabarkan di atas dilihat dari analisis organisasi, 

analisis tugas, analisis individu, dan jenis pengembangan kompetensi 

pegawai maka dapat direkomendasikan beberapa Strategi Pengembangan 

kompetensi pegawai pada Kementerian Pemuda dan Olarhaga sebagai 

berikut : 
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a. Analisis Organisasi 

1) Pimpinan agar segera menetapkan kebijakan (pedoman, Standar 

Operasional Prosedur) terkait dengan pengembangan kompetensi 

pegawai sebagai dasar acuan dalam implementasi 

pelaksanaannya; 

2) Pembiayaan anggaran yang memadai untuk pengembangan 

kompetensi yang disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pemuda 

dan Olahraga; 

3) Menyusun rencana pemetaan dan identifikasi kebutuhan 

pengembangan kompetensi pegawai bagi seluruh pegawai yang 

disesuaikan dengan Profil PNS, hasil rekomendasi assessment, 

dan Standar Kompetensi Jabatan sehingga tersusunya Human 

Capital Development Plan (HCDP) sesuai kebutuhan Kemenpora 

guna untuk mengoptimalkan potensi pegawai, peningkatan 

kinerja, dan keunggulan pegawai secara kompetitif; 

4) Pimpinan perlu menyiapkan infrastruktur Sistem Informasi 

terkait pengembangan kompetensi yang dapat terintegrasi dengan 

data pribadi pegawai serta Sistem Informasi Aparatur Sipil 

Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara, sehingga riwayat 

dan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi dapat diakses 

oleh seluruh pegawai; dan  

5) Melakukan bimbingan teknis penyusuan perencanaan pemetaan 

pengembangan kompetensi pegawai dengan stakeholder terkait 

misalnya Lembaga Administrasi Negara dan BAPPENAS. 

 

 

 

 

 



134 
 

b. Analisis Tugas 

1) Pimpinan agar segera menyusun dan menetapkan Standar 

Kompetensi Jabatan sebagai panduan dalam memastikan pegawai 

di tempatkan pada jabatan sesuai kompetensinya dan dapat 

dijadikan acuan dalam menentukan gap kompetensi pegawai; dan 

2) Kementerian Pemuda dan Olahraga segera menyusun pola alur 

proses pengembangan kompetensi pegawai pada Kementerian 

Pemuda dan Olahraga sebagai acuan untuk diketahui pegawai 

bagaimana peta jalan pengembangan kompetensi pegawai. 

 

c. Analisis Individu 

1) Memberi kesempatan dan mendorong seluruh pegawai untuk 

memenuhi hak dalam pengembangan kompetensi baik 

Pendidikan dan/atau Pelatihan (Klasikal atau Nonklasikal) 20 jp 

selama setahun; 

2) Mendorong pegawai baik pejabat struktural melalui Diklat 

Kepemimpinan maupun pejabat fungsional melalui Diklat 

Fungsional untuk memenuhi kewajiban dalam pengembangan 

kompetensi sesuai dengan jabatannya; dan 

3) Melakukan sosialisasi terkait pengembangan kompetensi 

pegawai kepada seluruh pegawai agar pegawai memahami 

pentingnya dan bagaimana pengembangan kompetensi. 

 

d. Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Pengembangan kompetensi jenis pendidikan dan pelatihan 

perlu direncanakan dengan baik sesuai kebutuhan. Pengembangan 

kompetensi Pendidikan dipetakan sehingga pelaksaannya bukan 

sekedar usulan pegawai namun memang sudah berdasarkan 

kesesuaian kebutuhan organisasi dan karier pegawai. Pengembangan 

kompetensi pelatihan klasikal dan non klasikal perlu dipetakan setiap 
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pegawai jenis pengembangan kompetensinya agar memenuhin 20 jp, 

terutama pada non klasikal harus perlu diimplementasikan dan 

didukung pelaksaannya; 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan hal – hal 

sebagai berikut :  

1. Benchmarking dengan instansi/lembaga lain yang sudah melakukan 

implementasi pengembangan kompetensi secara baik dan bahkan sudah 

mengarah pada pelaksanaan manajemen talenta untuk pemberian 

pengembangan kompetensinya sehingga dapat dijadikan gambaran dalam 

impelemntasinya yang disesuaikan dengan karakter dan kondisi di 

Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

2. Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu membangun komitmen bersama 

dan berkolaborasi untuk bekerja sama antara pimpinan serta unit kerja, 

sehingga dapat dilakukan percepatan dalam penyusunan  Standar 

Kompetensi Jabatan seluruh pegawai, Kebijakan/Pedoman pengembangan 

kompetensi yang menjadi prioritas di Rencana Strategis Kemenpora, dan 

dalam menyiapkan infrastruktur penunjang pengembangan kompetensi 

pegawai di Kemenpora. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut terkait pemberian pengembangan kompetensi 

pegawai yang berdampak atau berpengaruh terhadap pemberian 

pengembangan karier pegawai.  
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